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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisi data yang diperoleh, dapat disimpulkan
bahwa Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT)
di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) belum terlaksana dengan
baik karena, dalam pembayaran iuran Jamina Hari Tua PT Yogya Presisi
Tehniktama Industri (YPTI) seringkali mengalami keterlambatan pembayaran,
berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Programm Jaminan Hari Tua menyebutkan “pemberi
kerja wajib mebayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan
paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang
bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan
dirinya”, dan apabila iuran untuk Jaminan Hari Tua mengalami keterlambatan
dalam pembayarannya sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka
pemberi kerja akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan
keterlambatan.

Sementara itu, dalam pelaksanaanyapun banyak peserta Jaminan Hari
Tua di PT Yogya Presisi Tehniktama (YPTI) yang belum memahami tentang

Program Jaminan Hari Tua ini serta manfaat dari program Jaminan Hari Tua
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ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pengarahan secara jelas mengenai
program Jaminan Hari Tua ini. Sementara itu. sosialisasi yang dilakukan PT
Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) hanya dilakukan dengan cara
memberikan surat edaran mengenai kepesertaan Jaminan Hari Tua dan hanya
menjelaskan manfaat Jaminan Hari Tua ini kepada pekerja yang bertanya

mengenai Program Jaminan Hari Tua.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis di akhir penulisan
hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran dan sekiranya dapat membantu
dan dapat berguna bagai semua pihak yakni:

Sebaiknya PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri melakukan
sosialisai secara jelas dan secara mendalam kepada para tenaga kerja, agar
para peserta memahami akan program Jaminan Hari Tua serta manfaat dari
adanya program Jaminan Hari Tua, dan juga pembayaran iuran Jaminan Hari
Tua sebaiknya dibayarakan tepat waktu, agar tidak merugikan PT Yogya

Presisi Tehniktama Industri.
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